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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan
pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil khususnya jabatan
fungsional serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan perlu diatur
manajemen jabatan fungsional,;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang
Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2010
tentang Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jabatan Fungsional;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 11)

. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
Bupati adalah Bupati Sumedang.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN,
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS,
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang
pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah
sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
JF pada instansi pemerintah.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

Kompetensi  Sosial = Kultural adalah  pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan

untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian dari Jabatan adalah pemberhentian yang
mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki Jabatan
Fungsional.

Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus
diberhentikan dengan hormat dari PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.

Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Bupati yang berwenang dan bertugas untuk menilai
prestasi kerja jabatan fungsional dalam rangka penetapan
angka kredit.

Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan perangkat
pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan
organisasi Negara/Pemerintah Daerah untuk mampu
melaksanakan tugas dalam jangka waktu tertentu

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan JF.

JF

Pasal 3
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai

berikut:

TOBRIATIFR MO Q0 T

penyuluh pertanian;

pengawas mutu hasil pertanian;
analis ketahanan pangan;
analis pasar hasil pertanian;
medik veteriner;

paramedik veteriner;

dokter;

dokter gigi;

apoteker;

asisten apoteker;

perawat;

perawat gigi;

penata anestesi;

bidan;

pranata laboratorium kesehatan;
sanitarian;



radiografer;

teknisi elektromedis;
nutrisionis;

perekam medis;
epidemiolog kesehatan;
entomolog kesehatan;
fisioterapi;

psikolog klinis;
administrator kesehatan;
penyuluh kesehatan masyarakat;
aa. guru;

bb. pamong belajar;

cc.  penilik;

dd. pengawas sekolah;

NS xXgsgoTe o

ee. instruktur;

ff. mediator hubungan industrial;
gg. pengawas ketenagakerjaan;
hh. auditor;

ii. pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
ij- arsiparis;

kk. pustakawan;

11. pranata humas;

mm. teknisi siaran;

nn. adikara siaran;

00. andalan siaran;

pPPp- sandiman,;

qq- operator transmisi sandji;

IT. analis kepegawaian;

Ss. perancang peraturan perundang-undangan;
tt. penyuluh hukum;

uu. perisalah legislatif;

VV. asisten perisalah legislatif
ww.  peneliti;

XX. perencana,;

Vy. pranata komputer;

zZ. pemeriksa pajak;

aaa. penilai pajak

bbb. penyuluh perindustrian dan perdagangan;
ccc. pengendali dampak lingkungan;

ddd. pengawas lingkungan hidup;

eee. teknik pengairan;

fff. teknik jalan dan jembatan;

ggg.  teknik tata bangunan dan perumahan;
hhh. pembina jasa konstruksi;

iii. penata ruang;

i teknik penyehatan lingkungan;
kkk. penguji kendaraan bermotor;
111. teknisi siaran;

mmm. pekerja sosial;

nnn. penyuluh sosial;

ooo. pengantar kerja;

ppp. penggerak swadaya masyarakat
qqq. pengawasan mutu hasil pertanian;
IrT. penguji mutu barang;



dokter pendidik klinis;

pengawas mutu bibit;

analis kesehatan;

auditor kepegawaian;

assessor sumber daya manusia aparatur;
penera;

pengamat tera;

pengelola pengadaan barang dan jasa;
polisi pamong praja;

bbbb. analis keuangan pusat dan daerah;

operator sistem informasi administrasi kependudukan;
dan

dddd. administrator database kependudukan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB III
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS

Pasal 4
Pejabat = Fungsional  berkedudukan  dibawah  dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.
JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), setiap JF memiliki uraian tugas/rincian kegiatan
yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB IV
KATEGORI DAN JENJANG

Pasal 5
Kategori JF terdiri atas:
a. JF keahlian; dan
b. JF keterampilan.
Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
Jenjang JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi.
Jenjang JF ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi.



(6) Jenjang JF ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang
mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan.

(7) Jenjang JF ahli pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi utama
yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

(8) Jenjang JF penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi
dalam JF keterampilan.

(9) Jenjang JF mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF
keterampilan.

(10) Jenjang JF terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat
lanjutan dalam JF keterampilan.

(11) Jenjang JF pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf d, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat
dasar dalam JF keterampilan.

BAB V
AKUNTABILITAS

Pasal 6
(1) Setiap Pejabat Fungsional harus menjamin akuntabilitas

Jabatan.

(2) Akuntabilitas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi terlaksananya:

a. pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu
yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja
organisasi secara berkesinambungan bagi JF keahlian,;
dan

b. pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan
tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan
kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi JF
keterampilan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF
keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama,

b. perpindahan dari Jabatan lain; atau
C. penyesuaian.

(2) Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pengangkatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui
pengangkatan PPPK dengan jenis JF tertentu sesuai
dengan ketentuan perundang undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 8

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan

pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV

sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina;

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam1
(satu) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan

PNS.

oo

Pasal 9

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan

dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

berstatus PNS;

memiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV

sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua)
tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:

1. 53 tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda;

2. 55 tahun untuk JF ahli madya; dan

3.60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama
bagi PNS yang telah menduduki JPT; dan

i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan JF keahlian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan

kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

pao oD



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

Pasal 10

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua)
tahun;
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan
g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengangkatan dalam JF keahlian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang
bersangkutan pada saat penetapan JF oleh Menteri
memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di
bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan
PyB.
Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama
2 (dua) tahun  sejak  penetapan JF  dengan
mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

>0 T

Pasal 11

Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui

pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

berstatus PNS;

m emiliki integritas dan moralitas yang baik;

sehat jasmani dan rohani;

berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan

yang dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh instansi pembina;

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan

PNS.

a0 oD

Pasal 12
Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan
dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;



(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan;

e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua)
tahun;

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;

h. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun; dan

i. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan

lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 13

Pengangkatan dalam JF  keterampilan melalui
penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
¢ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
berstatus PNS;
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas
atau setara;
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di
bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua)
tahun;
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2

(dua) tahun terakhir; dan
g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
Pengangkatan dalam JF keterampilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS
yang pada saat penetapan JF oleh Menteri memiliki
pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF
yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyB.
Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan
Jabatan.
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Pasal 14

Pengangkatan dalam JF keahlian dan JF keterampilan

melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh
instansi pembina;

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir; dan

c. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.



(2)

(1)

Pengangkatan JF keahlian dan JF keterampilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan
untuk JF yang akan diduduki.

Pasal 15

Pengangkatan PNS dalam JF ditetapkan oleh Bupati selaku
PPK.

PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat
mendelegasikan kepada pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi penunjang urusan bidang kepegawaian
untuk menetapkan pengangkatan dalam JF selain JF ahli
madya berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 16

Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui
pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, Penyesuaian,
dan Promosi dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan
perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 17
Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK, atau PPK dapat
menunjuk pejabat Perangkat Daerah yang membidangi
penunjang urusan bidang kepegawaian untuk mengambil
sumpah/janji Jabatan.
Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
dilakukan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 18
PNS diberhentikan dari JF apabila:
mengundurkan diri dari Jabatan;
diberhentikan sementara sebagai PNS;
menjalani cuti di luar tanggungan negara;
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau
f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c,
huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai
dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

fao o



Pasal 19

(1) Pemberhentian bagi PNS yang menduduki JF ahli utama
ditetapkan oleh Presiden.

(2) Pemberhentian bagi PNS yang menduduki JF selain ahli
utama ditetapkan oleh Bupati selaku PPK.

(3) Bupati selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat memberikan kuasa kepada pejabat Perangkat
Daerah yang membidangi penunjang urusan bidang
kepegawaian untuk menetapkan pemberhentian dari JF.

Pasal 20
(1) PNS yang menduduki JF dan telah mencapai Batas Usia
Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
(2) Batas Usia Pensiun JF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian Angka Kredit

Pasal 21
(1) Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional dilakukan oleh
tim penilai angka kredit.
(2) Susunan keanggotaan tim penilai angka kredit ditetapkan
dengan keputusan Bupati atau keputusan kepala Perangkat
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 22
Angka Kredit Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Sekretaris
Daerah atau kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan
sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
FORMASI JABATAN

Pasal 23
(1) Formasi JF ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan
hasil Analisis Jabatan dan beban kerja.
(2) Penetapan kebutuhan Formasi JF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
RANGKAP JABATAN

Pasal 24
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian
kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan
dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang
kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak
dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF.



BAB X
ORGANISASI PROFESI

Pasal 25
(1) Setiap Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota
organisasi profesi JF.
(2) Pembentukan organisasi profesi JF sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina JF.

BAB XI
TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN DAERAH/INSENTIF

Bagian Kesatu
Tunjangan Jabatan

Pasal 26
(1) Setiap PNS yang menduduki JF diberi tunjangan JF.
(2) Besarnya tunjangan JF ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tunjangan Daerah/Insentif

Pasal 27
(1) Selain tunjangan JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1), kepada Pejabat Fungsional dapat diberikan
tunjangan daerah/insentif yang besarnya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Besaran tunjangan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 28
Segala pembiayaan untuk penetapan jabatan fungsional
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29
Setiap PNS yang menduduki JF dapat melakukan perpindahan
antar JF atau dari JF ke jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan
Adminsitrasi  sepanjang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30
PNS yang menduduki JF dapat diberikan fasilitas lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan, disesuaikan
dengan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang
(Berita Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Berita Daerah
kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 21) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Maret 2018
Pjs. BUPATI SUMEDANG,
ttd
SUMARWAN HADISOEMARTO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



